
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1280, 2020 KEMENAKER. Dekonsentrasi. Tahun Anggaran 

2021. Pelaksanaan. 

 

 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2020  

 TENTANG 

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,  perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan 

Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 

2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361); 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); 

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

870);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN 

KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

                                

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 

Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil 
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Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di 

wilayah tertentu. 

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi 

tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi 

vertikal pusat di daerah. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan provinsi. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Menteri melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Dana 

Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2021 bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar 

isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

Pasal 4 

Program, kegiatan, dan anggaran Dana Dekonsentrasi tahun 

anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 5 

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit jabatan pimpinan 

tinggi madya per provinsi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 6 

Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana 

Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang 

ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 7 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan 

Dekonsentrasi melakukan: 

a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah; 

b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan 

program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan 

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan 

pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memperoleh 

Dana Dekonsentrasi wajib membuat: 

a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan 

program dan kegiatan; dan 

b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan 

pelaksanaan program dan kegiatan.  

 

Pasal  9 

 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan 

Dekonsentrasi berpedoman pada norma, standar, pedoman, 

dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. 
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Pasal 10 

Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem 

akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan 

melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian 

laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

Kepala Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab dan 

melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada 

Menteri dengan tembusan pimpinan unit jabatan pimpinan 

tinggi madya terkait. 

 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2021. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

              

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 November 2020 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

IDA FAUZIYAH 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 November 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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  LAMPIRAN  I 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2020   

TENTANG 

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN 

KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI  

 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021 

yang telah ditetapkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran Dana 

Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat 

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.  

 

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV), bertujuan untuk 

menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing 

dengan anggaran sebesar Rp 91.792.007.000,00 (Sembilan puluh satu 

miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu rupiah) meliputi 

kegiatan: 

a. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program 

pelatihan kerja; 

b. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan 

dalam dan luar negeri; 

c. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan 

d. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas. 

 

2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK), bertujuan untuk 

menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), 

tidak memihak (fair treatment), profesional, dan seragam di seluruh 

Indonesia dengan anggaran sebesar Rp18.429.430.000,00 (delapan belas 

miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu 

rupiah) melalui kegiatan: 
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a. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja; 

dan 

b. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. 

 

 

  Penanggung Jawab Paraf Tanggal 

Pembuat Konsep 

(Kepala Biro Perencanaan & MK) 

  

Penanggung Jawab Aspek Hukum 

(Plt. Kepala Biro Hukum) 

  

Aspek Teknis 

(Sekretaris Jenderal) 

  

Pengendali Administrasi 

(Sekretaris Jenderal) 

  

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

IDA FAUZIYAH 
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MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

IDA FAUZIYAH 
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